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1. Pasal 18ayat (6)Undang-UndangDasar NegaraRepublik
IndonesiaTahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nornor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang­
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah TingkatIIdi Kalimantan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9).
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1952 Nomor72, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
PenyelenggaraanNegarayang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan
Daerah KabupatenTanah LautNomor9 Tahun 2024 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
BelanjaDaerahTahun Anggaran2024;
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tentang Komisi Pemberantasan Tindal< Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang­
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Ngara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tam bah an Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua atas Undnag-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Namor 5587) sebagnlmnnn
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahnn
Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 6856);

10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negam Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
te1ah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetape.n Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta KeIja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

11.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ten tang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubliJe
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 lentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagalmana telah diubab dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umwn
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebegaimana Lelah diubah dengan Peraturan Pernerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Ata
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sietern Informasi Keuangan Daerah [Lernbaran Negaro
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pernerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pernerintah Daerah Kepada
Pernerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi Laporan PenyeJenggaraan
Pernerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);

19. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pernbagian Urusan Pemerintahan antara Pernerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tabun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah [Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan [Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
Alas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daeroh
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tabun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tabun
2014 tentang Oesa [Lembaran Negara Republik
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Indone I Tohun 2014 Nomor 113, Tombohon Lembnrnn
Nt Republik lndone in Nomor 5539) b nimnnn
te h diub h beberap kall ter khlr d ngnn P r tur n
Pernerintah II Tahun 2019 tentnng Perubahnn Kedua
otos Pernturun Pernerintah Nomor 43 Tohun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaun Undong-Undong Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa [l.ernbarun Negara Repuhllk
Indonesia Tohun 2019 Nomor 41, Tombohon Lernburun
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

24. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tnhun 2016 tentang
Perangkat Daerah [Lembaran Negara Republik lndone In
Tahun 2016 Nomor 114), Tarnbahan Lembaran Negnru
Republik Indonesia Nomor 5887) sebegaiman telah
diuboh dengon Peraturan Pemerintoh Nomor 72 Tohun
2019 tentang Perubahan ALBs Peraturan Pernerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
[Lernbaran Negaro Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor187, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

25. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten long
Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pernerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tohun 2017 Nomor 73, Tambohan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hale Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggolo
Dewan Perwakilan Rakyal Daerah (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tohun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

27. Peraturan Pernerintah Nomor 54 Tohun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tohun 2017 Nomor 305, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tohun 2018 tentang
Standar PeJayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tohun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang
Investasi Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6385);

32. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020 - 2024 [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

33. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

34. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pernerintah Tahun 2023 [Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi
Khusus di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Pedoman Pengelolaan Keuangan
Dana Alokasi Khusus di Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 517);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
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D erah, dan Rencann Kerjo Pernerintah Dnerah (Berito
Nt Republik Indonesla Tohun 2017 Nomor 1312);

41. Persturan Menteri Dolam Negeri Nomor 36 Tohun 2018
len tang Tota Cam Penghitungnn, Pengnnggnran Dalarn
AnggJU'BnPendapatan dan Belanja Daernh, don Tertib
Adminislrosi Pengajuan, Penyalurnn, dan Lapornn
Pertanggungjawebnn Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tohun
2018 Nomor 630);

42. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 70 Tahun 2019
ten tang Sistern lnformasi Pernerintahan Daerah (Bento
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
ten tang Klasifakasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembongunan dan Keuangan Daerah
[Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tohun 2020
tentang Pedornan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023
tentang Penjabat Gubemur, Penjabal Bupali dan
Penjabat Walj Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 310);

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2023 tenteng Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 [Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 799);

47. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
91/2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil
Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 715);

48. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal
Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja
Tahun Sebelumnya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 932);

49. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknia Pemberian Tunjangan Profesi,
Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru
Aparatur Sipil Negera di Daerah Provinsi,
Kabupaten/kota [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 114);

50. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2
Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka
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Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2021 - 2026;

51. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008
Nomor 11);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12
Tahun 2022);

53. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah [Lernbaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2016 Nomor6, Tambahan Lernbaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor
14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022
Nomor 14);

54. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut 2018-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019
Nomor 2);

55. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022
Nomor 12);

56. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5);

57. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 65);

58. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9
Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 9);

59. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;
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/

APeD Tabun Angpran 2024 Rp2.781.439.035.762,00 bertambah .ejumlah
Rp21S.984.0S6.923,00 sehingga mcnjadi Rp2.997. 23.092.685,00 dengan

. berikut;

Pasal3

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Penjabaran Perubahan APBD Tabun
Anggaran 2024.

Pasa12

D am Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggam

Pernerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

S. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan
peraruran daerah.

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pernerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPDadalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 [satu] tahun.

7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS
adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan
dalam menyu sun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat
daerah,

Pasal 1

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024.

Mene pkan

MEMUTUSKAN:

turan Bupati Tnnah Laut Nomor 119 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
o erah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024;

1.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2024
tentang Perubahan alas Peraturan Bupati Tanah Laut
Nomor 69 Tahun 2023 tentan g Rencana Kerja
Pernbengunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut
Tabun 2024;
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I

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

Urman lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang

diklasifikasi menurut Kelompok,Jenis, Objek, Rincian
Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian
Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Hibah;
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial;
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Khusus;
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Belanja Bagi Hasil;
Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Kelompok, -Jenis, Objek, Rincian Objek,

Rp99.476.749.050,85

Rp804.623.61 0.237,00

RpO,OO
RpO,OO
RpO,OO

Rp674.867.959.624,00
RpI89.755.650.613,00
Rp864.623.61 0.237 ,00

Rp2.781.439.035. 762,00
RplI6.507.307.872,15
Rp2.897. 946.343.634,15

Rp2.106.571.076.138,OO
Rp26.228.406.310,OO
Rp2.132.799.482.448,OO

Pasal4

1. Pendapatan Daerah
Q. semula
b. bertambah
c. jumlah pendapatan Daerah
d. setelah perubahan

2. Belanja daerah
a. semula
b. bertambah
Jumlah belanja daerah setelah perubahan

3. Penerimaan Pembiayaan Daerah
a. semula
b. bertambah
Jumlah penerimaan pembiayaan
daerah sete1ah perubahan

4. Pengeluaran pembiayaan
a. semuJa
b. bertambah
Jumlah pengeluaran pembiayaan
sete1ah perubahan
Jumlah pembiayaan netto
setelah perubahan
Sisa lebih pembiayaan anggaran
setelah perubahan
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Dipindai dengan CamScanner

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR It 1

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal I~Slf~lIYl\x.( lCl-A-1

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal t8 ~~ttylkr ').{)'Ut

~AHLAUT.

~

Jabatan f'nr!)f
Sekratarls O"-Orah "-/V
AslGtcn I/IUIJI )
K~;"I!!:~ElS:~t~D J1
~(ab:Jgf%«um fA.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Lout.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 7

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APSD yang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal6

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 rnerupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal5

dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan; dan
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